yang dimungkinan perjanjian pro forma yang telah ditandatangani masing-
masing pihak,dikemudian hari akandisalahgunakan oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab sehingga dapat merugikan bagi pihak lain.

2. Dalam hal pengaturan mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian pro
forma menurut penulis tidak dapat serta merta disimpulkan secara umum,
yakni disamakan dalam setiap kasus perjanjian yang dilakukan secara pro
forma akan melanggar Pasal 1320 ayat (1) mengenai sepakat para pihak
ataupun Pasal 1320 ayat (4) mengenai sebab yang halal, karena hingga
saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara
limitatif mengatur larangan membuat perjanjian secara pro forma.
Penilaian pelaggaran perjanjian secara pro forma tersebut harus dilakukan
secara kasuistis terhadap setiap kasus perjanjian pro forma hakim harus
melihat secara obyektif-rasional mengenai situasi, kondisi serta niat dari

para pihak pada saat ditutupnya perjanjian.
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